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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami
dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022.

Adapun Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan media pertanggung
jawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
yang dibuat secara priodik yang berisikan informasi mengenai kinerja
Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah
menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik
dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LK]j) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini
disusun dan disajikan berdasarkan Pola Pengukuran Kinerja yang dimulai
dari Perencanaan Strategis dan diakhiri dengan pengukuran kinerja,
kebijakan, sasaran, tujuan atas kegiatan, Program dan Kebijakan yang
dilakukan pada tahun 2022, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan terlebih dahulu.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Pelaporan Kinerja ini masih
belum sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi
penyempurnaan Laporan ini di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak baik

langsung ataupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian laporan ini.

Lumajang, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS
PERUMAHAM _!\“ KAWASAN PERMUKIMAN
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 dilaksanakan
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mengukur
pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut,
disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang Tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
tahun 2018-2023, pada tahun 2022, pencapaian tujuan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman dari “Meningkatya Penanganan Kawasan Kumuh”
menjadi “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah” dan untuk Sasaran

serta Indikator Sasaran mengalami perubahan sebagai berikut :

Sebelum Perubahan

No Sasaran Indikator Target Realisasi % Ket
Meningkatnya Luas Kawasan Tribulan |
1 Kualitas Pelayanan | Kumuh tertangani 6.5 HA i i

dan Pengembangan | sesuai SK
Infrastruktur Dasar

Permukima
Setelah Perubahan
No Sasaran Indikator Target Realisasi % Ket
1 | Meningkatnya Persentase
tayanan Peningkatan 76.34% | 86.55% | 113.37 IKU
Keciptakaryaan Capaian Layanan
Keciptakaryaan
Meningkatnya Persentase
, | Pemenuhan Peningkatan 15.85% | 19.88% | 125.42 IKU
Kebutuhan Pemenuhan
Infrastruktur pada Kebutuhan
Kawasan Strategis Infrastruktur pada
Kawasan Strategis
3 | Meningkatnya Luas Persentase
Kawasan Ifumuh Peningkatan 62.77% 60.05% 95 66 KU
tertangani Luasan Kawasan
Kumuh Tertangani
Meningkatnya Persentase
Pemenuhan pemenuhan 0 0
4 Kebutuhan Rumah backlog 54.32% 50.40% 92.78 IKU
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Pencapaian tersebut juga di dukung dengan anggaran 2022 Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman mendapat anggaran sebesar Rp 47.436.126.720,-
terealisasi sebesar Rp 44.848.910.934 atau 94,54 % di akhir periode tahun
anggaran 2022.

Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Dinas
Perumahan dan Kawasan PermukimanKabupaten Lumajang pada Khususnya
dan dukungan dari masyarakat luar pada umumnya sehingga ada upaya yang
lebih baik dari tahun ketahun dan akan dievaluasi sebagai sumber informasi
dan referensi yang efektif bagi perbaikan dan optimalisasi kinerja guna

mendukung terwujudnya lumajang sejahtera dan bermartabat.

vi
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A.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kebijakan
diberlakukannya Otonomi Daerah dengan lebih mengutamakan
pelaksanaan  desentralisasi, hal ini dapat diartikan bahwa
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah harus
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good
goverment). Untuk itu diperlukan pengembangan dan penetapan sistem
pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna
dan bertanggung jawab serta bebas KKN sesuai PP Nomor 108 Tahun
2003 yang dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Pemerintah.

Setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Negara berkewajiban untuk menyampaikan Laporan
Kinerja Pemerintah pada masing-masing OPD. Oleh karena itu dalam
proses penyusunannya Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang telah melibatkan seluruh
Bidang yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang merupakan instrumen pertanggung jawaban kinerja
dan keuangan Negara yang dilaporkan setiap tahun oleh setiap OPD.

Untuk menjamin pelaksanaan Laporan Kinerja Pemerintah
(LAKIP) yang baik dibutuhkan peran aktif masyarakat dan profesionalisme
aparat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukian secara sinergi dalam
mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang pada
umumnya dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada
Khususnya , sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan

bertanggujawab (akuntabel).
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B.
1.

2.

3.

C.

Kedudukan,Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Kedudukan

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana
unsur pemerintahan daerah di bidang Infrastruktur Dasar.

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas.

3. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Keciptakaryaan.

Fungsi

Sedangkan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas

adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Infrastruktur dasar
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum
dibidang Pengelolaan Perumahan dan kawasan Permukiman;

3. Pembinaan dan pelaksaan tugas bidang pengelolaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan;

4. Pelaksanaan tugas — tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang terhadap
Instansi

Kebijakan adalah merupakan pedoman untuk melaksanakan
tindakan-tindakan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran suatu
organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang sudah ditentukan,

sedangkan kebijakan pemerintah terhadap unit kerja/ instansi yakni :
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1. Meningkatkan Pengelolaan di Bidang Pengembangan Perumahan
untuk masyarakat khusunya di Wilayah Kabupaten Lumajang.
2. Meningkatkan Lingkungan sehat di Kawasan Permukiman untuk
Kenyamanan Masyarakat Kabupaten Lumajang.
3. Menyediakan Tempat Hunian bagi Masyarkat Berpenghasilan Rendah
(MBR) di Wilayah Kabupaten Lumajang.
4. Meningkatkan  Pelayanan Keciptakaryaan untuk  Masyarakat
Kabupaten Lumajang.
5. Struktur organisasi dan eselonisasi jabatan.
6. Personalia/Sumber Daya Manusia
Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 106 Tahun 2021 atas perubahan Peraturan Bupati
nomor 66 Tahun 2019 tanggal 01 agustus 2019 serta atas perubahan
Peraturan Bupati Nomor : 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. Maka Susunan
Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lumajang terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawabhi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 . Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Perumahan, membawahi :
a. Seksi Fasilitasi Penyediaan Rumah;
b. Seksi Perizinan Perumahan dan Tata bangunan;
c. Seksi Kawasan Permukiman
d. Bidang Cipta Karya, membawabhi :
a. Seksi Penyediaan Air Bersih;
b. Seksi Pengelolaan Air Limbah Domestik;
c. Seksi Pengelolaan Drainase;
e. UPT - PALD

f. Kelompok Jabatan Fungsional
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Kondisi personalia tersebut sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan : 34 Orang
- Gol. IV 3
- Gol. Il 26
- Gol. Il 5
- Gol. | 0
- Tenaga Kerja Non PNS 54 Orang
2. Berdasarkan Pendidikan : 34 Orang
- Lulusan S2 4
- Lulusan S1 23
- Lulusan D1 1
- Lulusan SLTA 6
- Lulusan SLTP -
- Lulusan SD -
3. Tenaga Harian Lepas : 54 Orang
- Lulusan S2 -
- Lulusan S1 20
- Lulusan D3 4
- Lulusan SLTA 15
- Lulusan SLTP 10
- Lulusan SD 5

Untuk kelancaran tugas sehari — hari personalia Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang bertempat pada Kantor

Dinas sebanyak 34 Orang PNS dan 54 Pegawai Honorer/PTT
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Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan Sarana
dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai berikut :

1. Sarana Gedung antara lain :
a. 2 (dua) Gedung RUSUNAWA + Gedung Kantor
2. Alat Transpotasi
a. 5 (lima) Unit Kendaraan bermotor roda empat
b. 4 (empat) Unit Kendaraan bermotor roda enam.
c. 2 (dua) Unit Kendaraan bermotor Tiga Roda
d. 12 (dua belas) Unit Kendaraan bermotor Roda dua
3. Sarana Prasarana Pendukung lainya
a. 32 (tiga puluh dua) Unit Komputer
14 (empat belas) Unit Laptop
31 (tiga puluh satu) Unit Printer
1 (satu) Unit TV LCD
4 (empat) LCD Proyektor

-~ ® o 0T

25 (dua puluh lima) Meja + Kursi Kerja
14 (empat belas) Lemari Arsip

3 (tiga) GPS

1 (satu) Unit Kamera Digital

= «Q

j. 3 (tiga) Sound System

k. 13 (tiga belas) Unit AC

. 1 (satu) Lemari Es

m. 1 (satu) Set Sofa

n. 1 (satu) Brankas

0. 1 (satu)set CCTV + 10 Camera

Keberadaan sarana dan prasarana tersebut diatas berada di Kantor
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman, Kantor Pelayanan
RUSUNAWA dan UPT-PALD Kabupaten Lumajang.
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana strategis merupakan suatu proses Perencanaan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu
secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini
menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta
ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2022 perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-
2023.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
merupakan perencanaan jangka panjang dan bersifat global yang perlu
dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka
pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja dengan Perjanjian

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 — 2023

Rencana Strategis 2018 — 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman mengalami Perubahan di awal tahun 2022 berpedoman pada
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2022 perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang

Tahun 2018-2023.



Laporan Kinerja DPKP TA. 2022

A.1l. Tujuan

Perencanaan strategis adalah merupakan produk melalui langkah-
langkah rumusan strategis guna mencapai hasil yang hendak
diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, yakni tahapan-tahapan kurun
waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau rencana strategis (renstra) harus
mengandung tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan selanjutnya
dijabarkan dalam kegiatan agar program-program menjadi skala
prioritas dan bukan skala kebutuhan.

Adapun Tujuan sebelum Perubahan adalah Meningkatnya
Penanganan Kawasan Kumuh dengan indikator Luas Kawasan
Kumuh tertangani sesuai SK menjadi Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur Daerah dengan Indikator Indek Layanan Infrastruktur

Dasar

A.2. Sasaran
Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi,

peluang. Kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang
tersedia maka sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
sebelum perubahan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan
Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman setelah perubahan
menjadi 4 (empat) Sasaran yaitu :
1. Meningkatnya Layanan Keciptakaryaan
2. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur di Kawasan

Strategis
3. Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh tertangani

4. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah

A.3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Cara pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman diharapkan pada aspek-aspek penunjang

kondisi wilayah sebagai berikut :
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1. Peningkatan Layanan Keciptakaryaanpada Masyarakat Lumajang

2. PeningkatanPemenuhan Kebutuhan Infrastruktur di Kawasan
Strategis

3. Peningkatan Penanganan pada Kawasan Kumuh

4. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah (Rumah Subsidi bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah )

Kebijakan-kebijakan dan program yang telah ditetapkan terlebih dulu

akan dijabarkan secara strategis pada Rencana Kerja dan Perjanjian

Kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

A.4. Prioritas Pembangunan

Untuk mendukung Capaian Kinerja Kepala Daerah (Bupati)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
masuk dalam 20 Program Prioritas Kepala Daerah yaitu Pemenuhan
Air Bersih di Wilayah Utara dan Daerah Rawan Kukurangan Air Lainya

dengan di dukung Program dan Kegiatan serta Anggaran

A.5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representase/Jumlah
Kumulatif dari berbagai macam sasaran sejumlah prioritas kebijakan,
dan merupakan akumulasi interaksi antar masing-masing indikator
sasaran prioritas kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman  hingga  memunculkan indikator yang paling
diperhitungkan. IKU dimaksudkan untuk mengukur capaian sasaran
dari prioritas kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tahun 2018 — 2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang,
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman untuk mendukung terwujudnya Misi ke-1 (satu) yaitu
Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada
pertanian,usaha mikro, dan pariwisata dengan tujuan yang harus

dicapai yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur daerah.
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Untuk mengukur capaian sasaran sebagiamana tersebut diatas
maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan Target sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Target Ket
1 | Meningkatnya Layanan | Persentase Peningkatan
Keciptakaryaan Capaian Layanan 76.34% IKU

Keciptakaryaan

Meningkatnya Pemenuhan | Persentase Peningkatan

) Kebutuhan Infrastrukt.ur Pemenuhan Kebutuhan 15.85% KU
pada Kawasan Strategis Infrastruktur pada Kawasan
Strategis
3 | Meningkatnya Luas Persentase Peningkatan
Kawasan Kumuh tertangani | Luasan Kawasan Kumuh 62.77% KU
Tertangani
Meningkatnya Pemenuhan | Persentase pemenuhan
4 Kebutuhan Rumah backlog 54.32% KU

Guna mendukung keberhasilan Indikator kinerja utama diatas maka
ditetapkan Program yang akan dilaksanakan sebagaimana berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Program Pengembangan Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program Pengembangan Perumahan

© © N o 0o &~ W

Program Kawasan Permukiman
10.Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

11.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
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A.6. Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Tabel. 2.1.

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

)

(2)

(2)

(©)

Mewujudkan
perekonomian daerah
berkelanjutan yang
berbasis pada
pertanian,usaha mikro,
dan pariwisata

Meningkatnya
Kualitas
Infrastruktur
Daerah

Meningkatnya Layanan
Keciptakaryaan

Persentase
Peningkatan
Capaian Layanan
Keciptakaryaan

Meningkatnya
Pemenuhan Kebutuhan
Infrastruktur pada
Kawasan Strategis

Persentase
Peningkatan
Pemenuhan
Kebutuhan
Infrastruktur pada
Kawasan Strategis

Meningkatnya Luas
Kawasan Kumuh

Persentase
Peningkatan Luasan

tertangani Kawasan Kumuh
Tertangani
Meningkatnya Persentase

Pemenuhan Kebutuhan
Rumah

pemenuhan backlog

A.7. Stategik

Strategik adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke

dalam kebijakan dan program serta Kegiatan.

e Kebijakan dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan untuk dijadikan pedoman, Pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,

tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Adapun Arah

kebijakan Pemerintah daerah terhadap Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman yaitu:

- Meningkatkan Layanan Keciptakaryaan di Kabupaten Lumajang

- MeningkatkanPemenuhan Kebutuhan Infrastruktur di Kawasan
Strategis

- Meningkatkan Penanganan pada Kawasan Kumuh

- Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah (Rumah Subsidi

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah )

10
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Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sitematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama

dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

telah dijabarkan dalam rencana strategis 2018-2023 adalah

sebagai berikut :

1

Program Penunjang  Urusan  Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Program Pengembangan Permukiman

Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program Pengembangan Perumahan

Program Kawasan Permukiman

Prgram Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
(Psu)

Kebijakan dan program dilakukan, mendasari Perubahan RENSTRA

2018 — 2023 serta direncanakan pelaksanaan dan pembiayaan baik

melalui

APBN/APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat.
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Rencana Kerja Tahunan 2022

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian

sasaran jangka pendek (tahunan). Ini bisa dimaknai bahwa target

pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis

seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan dan dijabarkan

dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang sudah menuangkan

Rencana Kerja Tahunan (Renja Tahun 2022) yang dapat di lihat pada
tabel TC. 33 Lampiran Renja DPKP Tahun 2022 sebagai berikut :

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

TC.33

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program

Rencana Tahun 20212

Daerah dan Program/Kegiatan /Kegiatan
Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase pemenuhan
PEMERINTAH DAERAH fasilitasi kebutuhan operasional Kabu;.)aten 100 4.347.811239
KABUPATEN/KOTA perkantoran Lumajang
Perencanaan,Penggangaran, dan Persentase fasilitasi dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Kabur:)aten 100 13.538.800
dan Evaluasi Kinerja (%) Lumajang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah jenis dokumen
Y J Kabupaten |, ', \ 3.344.500
Perangkat Daerah perencanaan Lumajang
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen | Jumlah dokumen RKA-SKPD
y Kabupaten | ), \ 3.605.150
RKA-SKPD Lumajang
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen | Jumlah dokumen Perubahan Kabupaten
Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD Lumajang | 20 DK 3.635.150
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen LAKIP
Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kabupaten 20 Dok 2.954.000
Kinerja SKPD Lumajang
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase fasilitasi
. . Kabupaten
Daerah Administrasi Keuangan . 100 % 2.804.083.757
Lumajang
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN terlayani gaji dan
Y ) jang ) yani gal Kabupaten |, o o | 2.698.422.757
tunjangan Lumajang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan | Jumlah fasilitasi administrasi
Kabupaten
Tugas ASN keuangan pelaksanaan tugas - 12 bulan 102.624.000
ASN Lumajang
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Jumlah jenis Laporan Keuangan

Keuangan Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun Ejr:t;?::;n 2 jenis 3.037.000
Adminitrasi Barang Milik Daerah Persentase fasilitasi Kabupaten
pada Perangkat Daerah Administrasi BMD Perangkat Lumar')an 100 % 32.671.200
Daerah jang
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah dokumen Rencana
Barang Milik Daerah SKPD Kebutuhan BMD Ej:;?;:\;n 10 Dok 2.671.200
Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah fasilitasi pengamanan Kabupaten 50 30.000.000
SKPD BMD Lumajang Sertifikat R
Aministrasi Kepegawaian Perangkat Persentase fasilitasi Kabupaten o
Daerah Administrasi Kepegawaian PD Lumajang 100% 7.326.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Kabupaten
atributnya Lumajang 4 7.326.000
Administrasi Umum Perangkat Persentase fasilitasi Kabupaten o
Daerah Administrasi Umum PD Lumajang 100% 333.300.730
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah paket komponen
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi Listrik/Penerangan yang Eabupaten 50 item 14.952.740
disediakan umajang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket logistik kantor Kabupaten o
yang disediakan Lumajang 5 jenis 132.041.990
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan Kabupaten
Penggandaan yang disediakan Lumajang 5 paket 37.474.800
Penyediaan Bahan Material Jumlah paket bahan bacaan Kabupaten
disediakan Lumajang 4 paket 2.400.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah fasilitasi rakor SKPD Kabupaten
dan Konsultasi SKPD Lumajang 12 bulan 146.431.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase fasilitasi pengadaan Kabupaten
Penunjang Urusan Pemerintah BMD Luma”)an 100 % 9.286.038
Daerah Jang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah jenis peralatan rumah Kabupaten .
Lainnya tangga yang disediakan Lumajang >0 unit 9-286.038
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase fasilitasi penyediaan Kabupaten
Pemerintah Daerah jasa penunjang operasional LumaF‘)an 100 % 699.381.600
kantor Jang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah fasilitasi jasa surat
Y y J Kabupaten | ot | 2.550.000
menyurat Lumajang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber jumlah rekening yang dibayar
ved >t ! g yang cibay Kabupaten |\, 1 | 175.452.000
Daya Air dan Listrik Lumajang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah fasilitasi jasa pelayanan
y y jasa petay Kabupaten | 1, n | 521.379.600
Kantor umum kantor Lumajang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase fasilitasi Kabupaten
Penunjang Urusan Pemerintah pemeliharaan BMD Lumar')an 100 % 448.223.114
Daerah 1ang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan/dinas lapangan yang Kabupaten .
Perorangan Dinas atau Kendaraan dipelihara Lumajang 8 unit 164.554.600
Operasional Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah jenis peralatan yan
: e jenisp yane Kabupaten | , 63.150.000
Lainnya dipelihara Lumajang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Jumlah jenis sarana prasarana
Prasarana Gedung Kantor atau gedung kantor yang dipelihara Eabur')aten 1 unit 220.518.514
Bangunan Lainnya umajang
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kawasan terfasilitasi | Kabupaten P T
PERMUKIMAN dengan baik Lumajang % mmem
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Penyelenggaraan Infrastruktur pada

Jumlah kawasan permukiman

Permukiman di Kawasan Strategis yang ditingkatkan Kabupaten 10 HA 1.751.610.000
Daerah Kabupaten /Kota infrastrukturnya Lumajang
Pembangunan dan Pengembangan Jumlah kawasan permukiman
Infrastruktur Kawasan Permukiman di | yang dikembangkan Kabupaten
Kawasan Strategis Daerah Lumajang 6.5 HA 1.751.610.000
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase Penataan Bangunan | Kabupaten 25 % 408.854.790
GEDUNG di Kabupaten Lumajang ° i
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Rumah yang Laik Fungsi
di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
Pemebrin Izin Mendirikkan Bangunan Kabu;?aten 2000 443.877.000
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Lumajang
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Jumlah rekomendasi teknis ljin
Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat | Mendirikan Bangunan (IMB)
Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli yang diterbitkan
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Kabupaten 1000 dok 331.777.000
Bangunan Gedung, serta Lumajang
Implementasi SIMBG
Penyusunan Regulasi terkait Jumlah produk hukum terkait
Y 8 P Kabupaten ) ) 112.100.000
Bangunan Gedung Kabupaten/Kota bangunan gedung Lumajang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase Kawasan yang Kabupaten 0
DAN LINGKUNGANNYA tertangani Lumajang | 30% 7.093.102.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah Peserta yang Mengikuti
Penataan Bangunan dan Lingkungan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten 400 org 7.093.102.000
dalam Penataan Bangunan dan | Lumajang
Lingkungan
PROGRAM PENGEMBANGAN Ratio Rumah terbangun Kabupaten
PERUMAHAN Lumajang 30 1.962.204.183
Pembangunan dan Rehabilitasi Jumlah rumah korban bencana
Rumah Korban Bencana Atau yang tertangani Kabupaten 200 1.642.281.183
Relokasi Program Kabupaten/Kota Lumajang
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail | Jumlah Site Plan dan/atau Detail
Engineering Design (DED) bagi Rumah | Engineering Design (DED) yang Kabupaten
Korban Bencana atau Relokasi tersusun Lumajang 1 dok 160.000.000
Program Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta | Jumlah Rumah Khusus beserta
PSU bagi Korban Bencana atau PSU bagi Korban Bencana
Relokasi Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota_atau yang Kabupaten 34 rumah 1.482.281.183
Terkena Relokasi Program Lumajang
Kabupaten/Kota yang
Terbangun
Penerbitan Izin Pembangunan dan Jumlah rekomendasi teknis
Pengembangan Perumahan pembangunan dan Kabupaten 21 dok 319.923.000
pengembangan perumahan Lumajang
yang diterbitkan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Jumlah Pemenuhan
Penerbitan Izin Pembangunan dan Rekomendasi teknis Izin
Pen.gembar'!gan Perumahan_ Pembangunan dan Kabupaten 21 dok 319.923.000
Terintegrasi secara Elektronik Pengembangan Perumahan Lumajang
Terintegrasi secara Elektronik
yang difasilitasi
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Luas Kawasan Permukiman yg Kabupaten 0
mempunyai izin Lumajang 10% 3.304.640.550
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Peningkatan Kualitas Kawasan

Jumlah Luas Kawasan kumuh

Permukiman Kumuh dengan luas di tertangani Kabupaten 6.5 HA 3.304.640.550
Bawah 10 HA Lumajang
Penyusunan Rencana Tapak (Site Jumlah Rencana Tapak (Site Plan
Plan) dan Detail Engineering Design ) dan Detail Engineering Design Kabupaten
(DED) Peremajaan/Pemugaran (DED) Peremajaan/Pemugaran Lumajang 1 Dok 100.000.000
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten
yang diperbaiki Lumajang 200 rumah | 2.476.630.500
Pelaksanaan pembangunan Luas permukiman kumuh yang
pemugaran/peremajaan permukiman | telah dilakukan Pembangunan Kabu;?aten 1 HA 728.010.050
kumuh Pemugaran/Peremajaan Lumajang
PROGRAM PERUMAHAN DAN Persentase RTLH diluar
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Kawasan Kumuh tertangani Kabupaten 6.5 HA 420.010.000
Lumajang
Pencegahan Perumahan dan Jumlah kawasan permukiman
Kawasan Permukiman Kumuh pada yang dikembangkan Kabupaten 2 kawasan | 420.010.000
Daerah Kabupaten/Kota Lumajang
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan terhadap Tumbuh untuk Pencegahan Terhadap
dan Berkembangnya Permukiman Tumbuh dan Berkembangnya Kabupaten
Kumubh diluar Kawasan Permukiman Permukiman Kumuh di Luar LumaF’)an 80 rumah 420.010.000
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Kawasan Permukiman Kumuh Jang
(sepuluh) Ha dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
PROGRAM PENINGKATAN Persentase PSU Perumahan
PRASARANA,SARANA DAN UTILITAS | yang terpelihara Kabupaten |, o 170.999.950
UMUM (PSU) Lumajang
Urusan Penyelenggaraan PSU Jumlah perumahan yang
K 1
Perumahan difasilitasi pembangunan PSU abupaten | 15 170.999.950
Lumajang Perumahan
nya
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Jumlah perumahan yang
Utilitas Umum di Perumahan untuk difasilitasi penyediaan PSU nya Kabupaten 1 Lokasi 170.999.950
Menunjang Fungsi Hunian Lumajang
PROGRAM DAN PENGEMBANGAN Persentase Penduduk yang Kabupaten
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM terlayani Infrastruktur Air p 78.53 % 16.563.500.048
. Lumajang
Minum
Pengelolaan dan Pengembangan Jml Jiwa yang Terlayani
Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten 21000 16.563.500.048
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Lumajang
Pembangunan SPAM Jaringan Jumlah SR Kawasan Perdesaan
Dangun: & ; Kabupaten |, 1) o 962.010.000
Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang dibangun Lumajang
Peningkatan SPAM Jaringan Jumlah penambahan SR
ngkatan & P Kabupaten |, ) o 5.890.182.898
Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kawasan Pedesaan Lumajang
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di | Jumlah penambahan SR
gan rerpip P Kabupaten |, ¢ 404.600.000
Kawasan Perdesaan Kawasan Pedesaan Lumajang
Pembangunan Baru SPAM bukan Jumlah SPAM bukan jaringan
. . . . . Kabupaten .
Jaringan Perpipaan di Kawasan perpipaan di kawasan perdesaan - 50 lokasi 1.091.500.000
Pedesaan yang dibangun Lumajang
Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Jumlah SPAM bukan jaringan
: : : . Kabupaten .
Perpipaan di Kawasan Pedesaan perpipaan di kawasan perdesaan - 10 Unit 11.500.000
yang diperbaiki Lumajang
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di | umlah SPAM jaringan perpipaan
kawasan pedesaan di kawasan pedesaan yg
diperluas Kabupaten |, o 8.203.707.150
Lumajang
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PROGRAM PENGELOLAAN DAN

Persentase Penduduk yang

PENGEMBANGAN SISTEM AIR terlayanai Sanitasi Kabupaten | ., 599 7.357.960.250
Lumajang
LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sarana sanitasi
Sistem Air Limbah Domestik dalam terbangun KabuF.)aten 900 lokasi 7.357.960.250
Daerah Kabupaten/Kota Lumajang
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jumlah Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem Strategi dan Teknis SPALD Kabupaten
Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota p 1 Dok 346.490.000
Lumajang
dalam Daerah Kabupaten/Kota yang
Disusun
Pembangunan/Penyediaan Sub Jumlah Rumah Tangga yang
Sistem Pengolahan Setempat memiliki Tangki
Septik Kabupaten | 554 s 6.191.737.500
pt Lumajang
Pembangunan/Penyediaan Sistem Jumlah Sistem Pengelolaan Air
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Limbah Domestik skala Kabupaten 1 paket 349.440.000
Skala Permukiman permukiman yang dibangun Lumajang
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Jumlah SDM UPT PALD
e Y P Kabupaten | 5, |\ mah | 470.292.750
Tinja Lumajang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase Panjang Drainase Kabupaten 259 4.020.411
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE terbangun Lumajang >% 020. 500
Pengelolaan dan Pengembangan Panjang Sistem Drainase
Sistem drainase yang terhubung Terhubung yg terbangun Kabupaten
langsung dengan sungai dalam Lumajang 4000 M 4.020.411.500
daerah kabupaten/kota
Pembangunan Sistem drainase Panjang Drainase terbangun di
. & anjang & Kabupaten |, 5, 4.020.411.500
lingkungan lingkungan Lumajang

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Laporan

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan
penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek
(tahunan) melalui Perjanjian Kinerja. Ini bisa dimaknai bahwa target
pencapaian kinerja bisa diukur secara rasional, subjektif dan logik.
Adapun Dinas Perumahan dan Kawasan

Perjanjian Kinerja

Permukiman dapat di lihat sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
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DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Layanan Persentase Peningkatan Capaian | 76.34%
Keciptakaryaan Layanan Keciptakaryaan
Meningkatnya Pemenuhan Persentase Peningkatan 15.85%
Kebutuhan Infrastruktur pada Pemenuhan Kebutuhan
2 | Kawasan Strategis Infrastruktur pada Kawasan
Strategis
3 | Meningkatnya Luas Kawasan Persentase Peningkatan Luasan | 62.77%
Kumuh tertangani Kawasan Kumuh Tertangani
4 | Meningkatnya Pemenuhan Persentase pemenuhan backlog | 54.32%
Kebutuhan Rumah
Program Anggaran Keterangan
Program Pengelolaan dan Rp.  16.563.500.048 DAU/DAK
Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
Program Pengelolaan dan Rp. 7.357.960.250 DAU/DAK
Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Pengelolaan dan Rp. 4.020.411.500 DAU
Pengembangan Sistem Drainase
Program Pengembangan Permukiman Rp. 1.751.610.000 DAU
Program Penataan Bangunan Gedung Rp 443.877.000 DAU
Program Penataan Bangunan dan Rp. 7.093.102.000 DAU
Lingkunganya
Program Penunjang Urusan Rp. 4.347.829.239 DAU
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Perumahan Rp. 1.962.204.183 DAU
Program Kawasan Permukiman Rp. 3.304.640.550 DAU/DAK
Program Perumahan dan Kawasan Rp. 420.010.000
Permukiman Kumuh
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Rp. 170.999.950 DAU
dan Utilitas Umum (PSU)
JUMLAH Rp. 47.436.144.720,-
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Pencapaian sasaran di dalam Perjanjian Kinerja tersebut dilakukan melalui

berbagai program dan kegiatan selama tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel. 2.3.
Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2022
Sasaran Strategis Jumlah Jumlah
Program Kegiatan
1) (2) 3)
Meningkatnya Layanan Keciptakaryaan 3 3
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan 2 2
Infrastruktur pada Kawasan Strategis
Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh 3 3
tertangani
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan 2 3
Rumah
Total 10 11

Perjanjian Kinerja merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara
perencanaan strategis dengan penganggaran. Penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui

berbagai kegiatan pembangunan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi

instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak terlepas dari rangkaian
mekanisme fungsi perencanaan yang sudah Dberjalan mulai dari
Perencanaan Strategis (Renstra) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi
Aktualisasi dari berbagai segmen perencanaan yang sudah dibuat tersebut,
hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan
pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen
pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya
terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti
pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah
kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana
kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan
berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) harus menyajikan data dan informasi
relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan
keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh
karena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas

kinerja instansi secara keseluruhan.

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan

pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Nilai Capaian (dalam %) Hasil Capaian
> 100 Sangat Berhasil
66 < X =99 Berhasil
31 <X<65 cukup berhasil
<30 belum berhasil
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Prosentase nilai capaian diperoleh dari hasil bagi antara realisasi

dengan target yang telah ditetapkan, dimana selanjutnya nilai capaian

tersebut telah dilakukan pengkelasan sehingga dapat diambil kesimpulan

pencapaian suatu sasaran berdasarkan Indikator Kinerja yang telah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor
188.45/326/427.12/2022 tanggal 04 April 2022 yaitu :
Rumus atau Formula Indikator Kinerja Utama (IKU) DPKP
Sasaran Indikator Kinerja Rumus / Formula Sumber | Penang
Strategis Utama Data gung
jawab
E/Ienmgkatnya Eers.entkaste Persentase Penduduk yang DPKP, DPKP
Kay:.:mtar;( Cenlr?g aLan terlayani air minum + Persentase | PDAM, PU,
eciptakaryaan Kap.alsnk ayanan Penduduk yang terlayani sanitasi | Dinas
eciptakaryaan + Persen tase Panjang Drainase Kesehatan,
terbangun dibagi 3 DLH dan
Bappeda
Meningkatnya Persfentase Persentase Jumlah Infrastruktur DPKP, DPKP
Pemenuhan Peningkatan . . .
yang ditangani pada Kawasan Dinas
Kebutuhan Pemenuhan .
Strategis + Persentase Jumlah Kesehatan
Infrastruktur Kebutuhan . .
Infrastruktur yang ditangani pada | dan
pada Kawasan Infrastruktur pada
Strateei K Strategi Kawasan Cepat Tumbuh + Bappeda
ratesis awasan trategls Persentase Perumahan yang PSU-
nya terbangun sesuai Standart
dibagi 3
Meningkatnya Persentase
ekatny s Persentase Luas Kawasan DPKP, PU DPKP
Luas Kawasan Peningkatan K hT ) dan
Kumuh Luasan Kawasan umu ertangan|.+ Bappeda
tertangani Kumuh Tertangani | Persentase RTLH diluar
Kawasan Kumuh tertangani
dibagi 2
Meningkatnya Persentase Persentase Rekomendasi DPKP DPKP
Pemenuhan pemenuhan IMB/PBG +
Kebutuhan backlog ]
Rumah Persentase Rekomendasi SLF +
Persentase Rumah terbangun
dibagi 3
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B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023.

Pencapaian kinerja tahun anggaran 2022 sudah mengacu dan sesuai

dengan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun 2022 serta Target Kinerja pada Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun Capaian Indikator

dan Target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan | Target |Realisasi | Capaian | Kategori Target
2022 2022 2022 (%) Akhir
Renstra
1) 2) 3) 4) 5) (6) (@) (8)
Meningkatnya Persentase %
Layanan Peningkatan Sangat
Ve '8 76.34% | 86.55% 113.37 | Berhasil | 77.34 %
Keciptakaryaan Capaian Layanan
Keciptakaryaan
Meningkatnya Persentase % S 16.76 54
. angat . (]
Pemenuhan Peningkatan 15.85% | 19.88% 125.42 Berhasil
Kebutuhan Pemenuhan
Infrastruktur pada | Kebutuhan
Kawasan Strategis Infrastruktur
pada Kawasan
Strategis
Meningkatnya Luas | Persentase %
Kawasan Kumuh Peningkatan 62.77% | 60.05% 95 66 Berhasil | 64.75 %
tertangani Luasan Kawasan
Kumuh
Tertangani
Meningkatnya Persentase %
Pemenuhan pemenuhan 54.32% | 50.40% | 92.78 | Berhasil | 54.91%
Kebutuhan Rumah | backlog
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Capaian Efisiensi Anggaran dan Kinerja Tahun 2022

No Sasaran Idikator Anggaran Kinerja Efisensi
Pagu | Realisasi % Target | Realisasi %
1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=8/7 | 10=9-6
1 | Meningkatnya | Persentase o
Layanan Peningkatan N 7
Keciptakaryaan | Capaian § 8
Layanan Ei'o P 93.43 | 76.34% | 86.55% | 113.37 | 19.94
Keciptakaryaan g S,
2 | 3
~
Meningkatnya | Persentase
5 Pemenuhan Peningkatan © o0
Kebutuhan Pemenuhan g §
Infrastruktur Kebutuhan 9 o) 95.45 | 15.85% | 19.88% | 125.42 | 29.97
pada Kawasan | Infrastruktur E d
Strategis pada Kawasan § §
Strategis
3 | Meningkatnya | Persentase
Luas Kawasan | Peningkatan N N
Kumuh Luasan S &
tertangani Kawasan 8 5 99.30 | 62.77% | 60.05% 95.66 -3.64
Kumuh g .f‘
Tertangani 00 'S
w (9]
Meningkatnya | Persentase
4 Pemenuhan pemenuhan w w
Kebutuhan backlog E cﬁ
Rumah 83. :.) 98.66 | 54.32% | 50.40% 92.78 -5.88
o ~
(9] w
S G

Nb. Program Penunjang Rp 4.347.811.239 terealisasi Rp 4.073.002.222 atau 93.67 %
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C. EVALUASI TAHUN 2019, 2020, 2021 DAN ANALISIS CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa
Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan
dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang
bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend,
apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain
adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau
bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan
pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna
atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu
dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar
dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai
sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang
menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan feed back bagi
perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu
tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi
dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor
yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran
akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan
antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun
antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2019, Tahun 2020,
Tahun 2021 dan tahun 2022. Untuk Tahun 2022 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang mengalami perubahan
Sasaran dan Indikator Sasaran serta Target mendasari dengan adanya
Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2022 yang Hasil
evaluasi tujuan dan indikator tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman disajikan dengan tabel sebagai berikut :
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Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2019
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan | Target |[Realisasi | Capaian | Kategori Target
2019 2019 2019 (%) Akhir
Renstra
) 2) 3) (4) ©)] (6) @) (8)
Meningkatnya Kualitas | Luas Kawasan HA 4,5 4,5 100 Sangat 29,2
Pelayanan dan Kumuh tertangani Berhasil
Pengembangan sesuai SK
Infrastruktur Dasar
Permukiman
Capaian Kinerja Tahun 2020
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan | Target [Realisasi | Capaian | Kategori Target
2020 2020 2020 (%) Akhir
Renstra
@) 2) 3) (4) (5) (6) @) (8)
Meningkatnya Kualitas | Luas Kawasan HA 5,2 53 101,92 Sangat 29,2
Pelayanan dan Kumuh tertangani Berhasil
Pengembangan sesuai SK
Infrastruktur Dasar
Permukiman
Capaian Kinerja Tahun 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan | Target [Realisasi | Capaian | Kategori Target
2021 2021 2021 (%) Akhir
Renstra
@) 2) 3) 4) 5) (6) @) (8)
Meningkatnya Kualitas | Luas Kawasan HA 5,8 5,71 98,44 Sangat 29,2
Kumuh tertangani Berhasil

Pelayanan dan
Pengembangan
Infrastruktur Dasar
Permukiman

sesuai SK

D. REALISASI ANGGARAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dalam
melaksanakan seluruh program kerja dan kegiatan didukung oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Perubahan Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2022 dengan Belanja sebesar Rp 47.436.126.720,-
terealisasi sebesar Rp 44.848.910.934 atau 94,54 % di akhir periode tahun

anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel. 3.3.

Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO

Uraian Program/ Kegiatan/
Sub Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi

%

Sisa Anggaran

BELANJA DAERAH

47.436.126.720

44.848.910.934

94.54%

2.587.215.786

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

16.563.500.048

14.965.001.521

90.35%

1.598.498.527

Pembangunan SPAM Jaringan
Perpipaan di Kawasan Perdesaan

962,010,000

956,909,000

99.47%

5,101,000

Peningkatan SPAM Jaringan
Perpipaan di Kawasan Perdesaan

5,890,182,898

5,029,170,715

85.38%

861,012,183

Perbaikan SPAM Jaringan
Perpipaan di Kawasan Perdesaan

404,600,000

401,906,500

99.33%

2,693,500

Pembangunan Baru SPAM Bukan
Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perdesaan

1,091,500,000

1,087,890,000

99.67%

3,610,000

Perluasan SPAM Jaringan
Perpipaan di Kawasan Perdesaan

8,203,707,150

7,477,755,306

91.15%

725,951,844

Perbaikan SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan di Kawasan Perdesaan

11,500,000

11,370,000

98.87%

130,000

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR
LIMBAH

7,357,960,250

7,130,686,047

96.91

227,274,204

Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota

346,490,000

238,221,624

68.75%

108,268,377

Pembangunan/Penyediaan Sub
Sistem Pengolahan Setempat

6,191,737,500

6,148,460,936

99.30%

43,276,564

Pembangunan/Penyediaan
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Terpusat Skala Permukiman

349,440,000

307,813,500

88.09%

41,626,500

Penyediaan Jasa Penyedotan
Lumpur Tinja

470,292,750

436,189,987

92.75%

34,102,763

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE

4,020,411,500

4,010,573,200

99.76%

9,838,300

Pembangunan Sistem Drainase
Lingkungan

4,020,411,500

4,010,573,200

99.76%

9,838,300

PROGRAM PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN

1,751,610,000

1,347,291,700

76.92%

404,318,300
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Pembangunan dan
Pengembangan Infrastruktur
Kawasan Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

1,751,610,000

1,347,291,700

76.92%

404,318,300

PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG

443.877.000.00

437.460.420.00

96.87%

6.416.580,00

Tenaga Ahli Bangunan Gedung

Penyelenggaraan Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB),
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran

(TABG), Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi
SIMBG

331,777,000

328,865,120

99.12%

2,911,880

Penyusunan Regulasi terkait
Bangunan Gedung
Kabupaten/Kota

112,100,000

108,595,300

96.87%

3,504,700

Vi

PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

7,093,102,000

7,090,168,125

99.96%

2,933,875

Pemberdayaan Masyarakat
dalam Penataan Bangunan dan
Lingkungan

7,093,102,000

7,090,168,125

99.96%

2,933,875

Vil

PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU)

170,999,950

168,215,900

98.37%

2,784,050

Penyediaan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum di
Perumahan untuk Menunjang
Fungsi Hunian

170,999,950

168,215,900

98.37%

2,784,050

Vi

PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN

1.962.204.183

1.951.787.425

99.46%

10.416.758

Penyusunan Site Plan dan/atau
Detail Engineering Design (DED)
bagi Rumah Korban Bencana
atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota

160,000,000

158,682,000

99,18%

1,318,000

Pembangunan Rumah Khusus
beserta PSU bagi Korban
Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota

1,482,281,183

1,477,515,625

99.68%

4,765,558

Terintegrasi secara Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Penerbitan lzin Pembangunan
dan Pengembangan Perumahan

319,923,000

315,589,800

98.65%

4,333,200

PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN

3.304.640.550

3.265.016.850

98.80%

39.623.700

Penyusunan Rencana Tapak (Site
Plan) dan Detail Engineering
Design (DED)
Peremajaan/Pemugaran
Permukiman Kumuh

100,000,000

95,138,200

95.14%

4,861,800
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Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni

2,476,630,500

2,445,693,275

98.75%

30,937,225

Pelaksanaan Pembangunan
Pemugaran/ Peremajaan
Permukiman Kumuh

728,010,050

724,185,375

99.47%

3,824,675

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kumuh

420,010,000

409,707,525

97.55%

10,302,475

Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni untuk Pencegahan
terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Permukiman
Kumuh diluar Kawasan
Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

420,010,000

409,707,525

97.55%

10,302,475

Xi

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

4,347,811,239

4,073,002,222

93.68%

274,809,017

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

3,344,500

3,269,000

97.74%

75,500

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

3,605,150

3,442,000

95.47%

163,150

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

3,635,150

3,234,000

88.96%

401,150

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2,954,000

2,852,000

96.55%

102,000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

2,698,422,757

2,543,196,239

94.25%

155,226,518

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

102,624,000

102,624,000

100%

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

3,037,000

2,966,000

97.66%

71,000

11

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD

2,671,200

2,156,000

80.71%

515,200

12

Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

30,000,000

10,290,040

34.30%

19,709,960

14

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya

7,326,000

7,326,000

100%

15

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

14,952,740

14,795,000

98.95%

157,740

16

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

132,041,990

130,778,100

99.04%

1,263,890

27




Laporan Kinerja DPKP TA. 2022

17 | Penvediaan Barang Cetakan dan 37,474,800 36,487,850 | 97.37% 986,950
Penggandaan

18 | Penyediaan Bahan Material 2,400,200 2,400,000 99.99% 200

o1 | Penyelenggaraan Rapat 146,431,000 138,933,157 | 94.88% 7,497,843
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

22 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,550,000 2,550,000 | 100.00% -
Penyediaan Jasa Komunikasi,

23 . L 175,452,000 162,697,051 92.73% 12,754,949
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan

24 521,379,600 507,466,606 97.33% 13,912,994
Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

25 | Biava Pemeliharaan dan Pajak 164,554,600 128,029,179 | 77.80% 36,525,421
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Lapangan

26 | Pemeliharaan Peralatan dan 63,150,000 59,560,000 | 94.32% 3,590,000
Mesin Lainnya

27 E’:;ii‘iaan Peralatan dan Mesin 9,286,038 9,102,000.00 | 98.02% 184,038
Pemeliharaan/Rehabilitasi

28 | Sarana dan Prasarana Gedung 220,518,514 198,848,000 90.17% 21,670,514

Kantor atau Bangunan Lainnya
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Pencapaian Kinerja Program pada Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
pada tahun 2022 mendapat anggaran sebesar Rp 16.563.500.048,-

dengan realisasi sebesar Rp 14.965.001.521,- atau 90.35% dengan sisa
anggaran Rp 1.598.498.527,- Adapun Proses salah satu Pekerjaan

Kegiatan Penyediaan Air Bersih sebagai berikut :

9 Agu 202112.54.15

29 Ag
KPESPAMS SUMBER DELIMA

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah pada
tahun 2022 mendapat anggaran sebesar Rp 7.357.960.250,- dengan
realisasi sebesar Rp 7.130.686.047,- atau 96.61% dengan sisa anggaran
Rp 227.274.204,- Adapun Proses salah satu Pekerjaan Kegiatan

Sanitasi sebagai berikut :

X& ¢ "y
|

29



Laporan Kinerja DPKP TA. 2022 J

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase pada tahun
2021 mendapat anggaran sebesar Rp 4.020.411.500,- dengan realisasi
sebesar Rp 4.010.573.200,- atau 99.76% dengan sisa anggaran
Rp 9.838.300,- Adapun Proses salah satu Pekerjaan Kegiatanan

Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong sebagai berikut :

4. Program Pengembangan Permukiman pada tahun 2022 mendapat
anggaran sebesar Rp 1.751.610.000 dengan realisasi sebesar Rp
1.347.291.700,- atau 76.92% dengan sisa anggaran Rp 404.318.300,-

Adapun Proses Pekerjaan Kegiatan Pendestrian sebagai berikut :
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5. Program Penataan Bangunan Gedung pada tahun 2022 mendapat
anggaran sebesar Rp 443.877.000,- dengan realisasi sebesar Rp
437.460.420,- atau 96.87% dengan sisa anggaran Rp 6.416.580,-
Adapun Proses salah satu Pekerjaan Kegiatan Penertiban IMB sebagai

berikut :

6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada tahun 2022
mendapat anggaran sebesar Rp 7.093.102.000,- dengan realisasi
sebesar Rp 7.090.168.125,- atau 99.96% dengan sisa anggaran Rp
2.933.875,- Adapun Proses salah satu Pekerjaan Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan :

31



Laporan Kinerja DPKP TA. 2022

7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada
tahun 2022 mendapat anggaran sebesar Rp 170.999.950,- dengan
realisasi sebesar Rp 168.215.900,- atau 98.37% dengan sisa anggaran
Rp 2.784.050,- Adapun Proses salah satu Pekerjaan Kegiatan PSU

Perumahan sebagai berikut :

8. Program Pengembangan Perumahan pada tahun 2022 mendapat
anggaran sebesar Rp 1.962.204.183,- dengan realisasi sebesar Rp
1.951.787.425,- atau 99.46% dengan sisa anggaran Rp 10.416.758,-
Adapun Proses salah satu Pekerjaan Rumah Korban Bencana sebagai

berikut :
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9. Program Kawasan Permukiman pada tahun 2022 mendapat anggaran
sebesar Rp 3.304.640.550,- dengan realisasi sebesar Rp
3.265.016.850,- atau 98.80% dengan sisa anggaran Rp 39.623.700,-
Adapun Proses salah satu Pekerjaan Kegiatan RTLH sebagai berikut :

10. Program Perumahan dan Kawasan PermukimanKumuh pada tahun 2022
mendapat anggaran sebesar Rp 420.010.000,- dengan realisasi sebesar
Rp 409.707.525,- atau 97.55% dengan sisa anggaran Rp 10.302.475,-
Adapun Proses salah satu Pekerjaan Kegiatan RTLH di kawasan kumuh

sebagai berikut :

11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada
tahun 2022 mendapat anggaran sebesar Rp 4.347.811.239,- dengan
realisasi sebesar Rp 4.073.002.222,- atau 93.68% dengan sisa anggaran
Rp 274.809.017,- diperuntukan sebagai kelancaran dan pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasaran kantor serta pembayaran gaji ASN

selama 1 (satu) Tahun.
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang dapat melaksanakan tugas yang dituangkan
pada Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun dalam rangka
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
sebagai wujud membantu Bupati untuk melaksanakan program-
programnya guna tercapainya program pemerintah yang dibebankan
kepada unit kerja ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi, yakni sebagai alat kontrol,
kendali, evaluasi/ koreksi kualitas kinerja aparatur yang bersih,

berwibawa serta bertanggung jawab kepada publik.

Upaya Perbaikan
Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja
yang telah dicapai, maka Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Lumajang akan berupaya terus untuk lebih

meningkatkan tugas pokok dan fungsi dalam mebantu Kepala Daerah.

adapun Upaya Perbaikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM aparatur dengan cara mengikutsertakan
disetiap adanya Pelatihan dan Bimbimngan Teknis yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah.

2. Menginformasikan Program dan Kegiatan kepada masyarakat
melalui media elektronik maupun media cetak.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas segala pekerjaan.

4. Memberikan ruang pengaduan dan kotak saran sebagai kritik
membangun untuk kedepanya.

5. Pemberian Reward kepada pekerjaan yang seselai sesuai target
dan baik.
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Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini, masih terdapat
kekurangan dan perlu penyempurnaan, untuk itu dengan segala
kerendahan hati mohon saran dan kritik dari semua pihak guna
penyusunan laporan ini di masa mendatang bisa anda kirim melalu
(email : dpkp388@gmail.com).
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